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dapat dikatakan anak karena menurut undang-undang bahwa orang yang
belum berusia 18 tahun merupakan anak. Namun dalam penelitian ini
aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam penyelesaian dalam
sistem peradilan pidana anak menitik beratkan anak sebagai pelaku tanpa
memandang pelaku lain untuk disertakan sehingga terjadi adanya aborsi
maka tentunya ketimpangan relasi kuasa berpengaruh dalam penyelesaian
permasalahan ini dan sehingga tidak berdasarkan pada asas penghargaan
pendapat anak. Anak yang berhadapan dengan hukum selain memerlukan
pendampingan perlu mendapatkan perlindungan untuk menghindari
stigma negatif dan labelling dimasyarakat. Maka metode dalam penulisan
ini adalah metode penelitian normative. Selanjutnya dianalisa secara
pendekatan deskriptif. Dalam kasus ini hakim tidak melihat latar belakang
penyebab anak melakukan aborsi dan keikutsertaan pihak lain dalam
Tindakan anak melakukan aborsi.
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PENDAHULUAN

Anak adalah peradaban bagi semua bangsa, salah satu generasi penerus

potensi talenta cita-cita perjuangan bangsa untuk memainkan peran strategis, oleh
karena itu mereka perlu berkembang sempurna secara fisik, mental dan sosial serta
membutuhkan perlindungan. Bagi bangsa Indonesia, anak merupakan tujuan dan
modal pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
Orang yang belum mencapai usia 18 tahun dapat disebut sebagai anak, termasuk
yang masih dalam kandungan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2014.
Sedangkan Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP menyatakan bahwa anak di bawah umur
adalah anak yang tidak memiliki kekuatan mental dan fisik untuk menilai perbuatan
yang benar dan salah. Selain itu seringkali anak melakukan penyimpangan perilaku
yang menyebabkan tindak pidana.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak atau kenakalan remaja
(Juvenile deliquency) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh
anak-anak muda, karena belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan
disadari oleh anak itu sendiri disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial,
sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.
Penyimpangan yang dilakukan oleh anak dapat mengakibatkan anak terjerat dalam
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tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut akan mendapatkan
sanksi tergantung ringan atau beratnya tindak pidana yang dilakukan. Meskipun
pelaku anak masih belum cakap akan hukum Indonesia sebagai negara hukum,
bahwa setiap pelaku kejahatan harus dipidana sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pemidanaan yang akan dilakukan terhadap anak terdapat perbedaan proses
peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana
yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena
terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut
dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur
tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana hanya dititik beratkan pada
pidana pokok dan pidana tambahan serta keputusan hakim dalam persidangan.
Penjatuhan putusan hakim dipersidangan di pertimbangkan berdasarkan Undang-
Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2003
tentang Perlindungan Anak.

Dalam proses persidangan yang dilakukan untuk memutus perkara anak
Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan harus tertutup
untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Lebih lanjut, pemeriksaan perkara anak
harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus anak. Dengan proses
persidangan yang dilakukan untuk tetap melindungi hak-hak anak sebagai generasi
penerus bangsa.

Penjatuhan sanksi pada anak yang melakukan tindak pidana tetap
dijatuhinya pertanggungjawaban pemidanaan namun pertanggung jawaban pidana
yang dilakukan oleh anak berbeda dengan orang dewasa, namun yang sewaktu-
waktu bisa berkembang dan dapat menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat
dihindari. Pemidanaan pada anak dilakukan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak
wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif menurut Pasal 5 Ayat 1
Undang-Undang No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dapat diartikan pemidanaan kepada anak dilaksanakan dengan asas :

a) Perlindungan;

b) Keadilan;

¢) Nondiskriminasi;

d) Kepentingan terbaik bagi anak;

e) penghargaan terhadap pendapat anak;

) Kelangsungan hidup tumbuh kembang anak;

g) Pembinaan dan pembimbingan anak;

h) Proposional;

i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;dan

J) Penghindaran pembalasan.

Dengan asas-asas tersebut tentunya mengedepankan perlindungan hak-hak anak
yang menjalani proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Salah satunya
adalah dengan pembedaan proses hukum. Pembedaan proses pemidanaan tersebut
adalah upaya dari kelangsungan hidup tumbuh bagi anak, dengan keringanan yang
diberikan perlu di ingat kembali bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita
perjuangan bangsa harus diperlakukan secara manusiawi.

Permasalahan dari penulisan yang akan dibahas adalah mengenai anak
sebagai pelaku tindak pidana. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak sebagai
pelaku tindak pidana ini tentunya akan di proses melalui Undang-Undang No 35
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tahun 2014 tentang Sistem Peradilan anak maka dapat dirumuskan yaitu Pertama
bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia?, kemudian penyelesaian
permasalahan anak melalui pendekatan restorative justice dengan demikian
rumusan masalah yang Kedua, Bagaimana penyelesaian perkara anak dengan
proses diversi sesuai dengan Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang sistem
peradilan anak ?

METODE

Kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada metode dan sistematika untuk
mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan metode
penelitian yang tepat, metode yang digunakan jenis penelitian ini adalah yuridis
normatif. Sifat penelitian ini adalah perspektif. Penelitian dengan jenis perspektif
bertujuan untuk mendapatkan saran guna memecahkan suatu permasalahan secara
sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konsepsual (conseptual
approach), yaitu berasal dari gagasan dan pemikiran para doktrin yang berkembang
dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi dasar membangun argumentasi hukum
dan mengatasi persoalan yang penulis bahas pada penelitian ini. Dalam melakukan
penelitian, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dimana
menggunakan data primer dan sekunder, selain itu teknik pengumpulan bahan
hukum berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi
kepustakaan (library reseach). Penulis mengumpulkan bahan-bahan penelitian
berasal dari gagasan serta doktrin ahli hukum, perundang-undangan, buku, artikel,
jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta browsing internet
mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti sebagai dasar untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang ada mengenai permasalahan perlindungan hukum
terhadap anak sebagai pelaku anak ditinjau dari aspek hukum.

HASIL & DISKUSI
Hasil
1.  Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutiusan perkara
yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan pada “kepentingan anak”™ harus
merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak. Keterlibatan pengadilan dalam
kehidupan anak dan keluarganya pada suatu saat hanya ditujukan pada upaya
penanggulangan keadaan buruk sehubungan dengan perilaku menyimpang dan
pelanggaran hukum yang dilakukan anak, penelantaran dan eksploitasi terhadap
anak.
Praktek peradilan anak di Indonesia diatur dalamUndang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana
anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan
hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah
menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA) dengan bertujuan mewujudkan
peradilan yang menjamin perlindungan terbaik bagi kepentingan anak yang
berhadapan dengan hukum yang didasarkan pada asas pelaksanaan sistem
peradilan pidana anak dalam pasal 2 UU SPPA vyaitu Perlindungan.
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UU SPPA memuat definisi anak di bawah umur sebagai anak yang berusia 12 tahun
dan belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan UU SPPA, ada tiga jenis anak yang
berkonflik dengan hukum, yaitu

a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Dari ketidak jenis-jenis tersebut anak yang berhadapan dengan hukum di proses
dengan berbeda, peradilan pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan
tindak pidana lebih diringankan mengingat hak-hak anak yang harus dilindungi.
Perbedaan proses peradilan yang dilakukan dapat dilihat pada pasal 3 UU SPPA
yang mengatur secara tegas hak setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai

dengan umurnya;

Dipisahkan dari orang dewasa;

Memperoleh bantuan hukumdan bantuan lain secara efektif;

Melakukan kegiatan rekreasional;

Bebas dari penyiksaan, penghukuman,atau perlakuan lain yang kejam, tidak

manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

Tidak dijatuhi pidana mati, atau pidana seumur hidup;

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan
dalam waktu yang paling singkat;

h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektik, tidak memihak,

dan dalam sidanga yang tertutup untuk umum;
Tidak dipublikasikan identitasnya;
Memperoleh pendampingan;
Memperoleh advokasi sosial;
Memperoleh kehidupan pribadi;
. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
Memperoleh pendidikan;
Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Slstem Peradilan Anak juga harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
dan mengupayakan diversi untuk mencapai tujuan perdamaian antara korban dan
anak. Dalam menyelesaikan perkara Anak tanpa proses peradilan. Menyelesaikan
perkara Anak di luar proses peradilan ini menghindarikan anak dari perampasan
kemerdekaan serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan
rasa tanggung jawab pada anak. Sistem Peradilan Pidana anak yang sebagaimana
dimaksud dengan mengutamakan keadilam Restoratif meliputi :

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di tentukan lain dalam
undang- undang;

b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan
umum; dan

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama
proses pelaksanaan pidana atau Tindakan dan setelah menjalani pidana atau
tindakan tersebut
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Pemberian sanksi terhadap anak disesuaikan pada asas-asas yang berlaku di dalam
UU SPPA untuk memberikan perlindungan pada anak yang berhadapan dengan
hukum. Penjatuhan sanksi pada Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2
(dua) macam sanksi, yaitu sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah
14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).
a. Sanksi tindakan
pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di
rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal
dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan
surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU
SPPA).

Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri
atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan),
pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. - Pidana tambahan yang
meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
pemenuhan kewajiban adat.
Meskipun demikian sanksi-sanksi yang dapat diberikan, anak berhak memperoleh
peringanan pada saat menjalani masa pidana yaitu keberhakan anak berhak atas:
a) Remisi atau pengurangan masa pidana;
b) Asimilasi;
c) Cuti mengunjungi keluarga;
d) Pembebasan bersyarat;
e) Cuti menjelang bebas;
f) Cuti bersyarat;
g) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. Proses penyelesaian perkara anak melalui diversi

Setiap anak yang melakukan tindak pidana dalam penyelesaiannya masuk
dalam sistem peradilan pidana anak harus diperlakukan secara manusiawi, diatur
dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu a.) nondiskriminasi,
b.) kepentingan terbaik bagi anak, c.) hak untuk hidup, d.) hidup dan berkembang,
serta e.) penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan adanya ketentuan-
ketentuan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan
adanya upaya Diversi.
Model diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses
peradilan secara formal sehingga dapat menghindari stigma negatif terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam
lingkungan masyarakat secara normal. Oleh karena itu, diperlukan peran semua
pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses diversi yang dilakukan
bertujuan untuk menciptakan keadilan restoratif, baik bagi anak yang sedang
berhadapan dengan hukum maupun bagi anak sebagai korban. Diversi dalam
keadilan restoratif merupakan suatu proses bahwa semua pihak yang terlibat dalam
suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan
suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan
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melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk
memperbaiki, rekonsiliasi, dan tidak berdasarkan pembalasan.

Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan
non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki
kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan,
pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan
utama pelaksanaan diversi. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa
melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada
seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh
negara yang mempunyai otoritas penuh.

Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik,
tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin
dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri
menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversi
dilatar belakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap psikis
perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana
sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan
(retributive justice) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (restitutive
justice). Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus
dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika
diversi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan
hukum. Kenyataanya bahwa peradilan pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana
melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang
menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan
stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik
menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Tujuan dari adanya pelaksanaan
diversi bagi anak antara lain : a. Untuk menghindari anak dari penahanan; b. Untuk
menghindari cap/label anak sebagai penjahat; c¢. Untuk mencegah pengulangan
tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Upaya diversi wajib dilakukan di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan
perkara anak di Pengadilan Negeri. Pelaksanaan diversi ditiap tingkat
pemeriksaan masih terkendala oleh karena konsep diversi merupakan konsep yang
baru di Indonesia dan ditiap tingkat pemeriksaan tersebut belum memiliki
ketentuan, tindakan apa yang tepat dalam pelaksanaan upaya diversi tersebut
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang
tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,
dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal
1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keuntungan
pelaksanaan diversi bagi anak, yakni:

1. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan);

2. Menghindari stigma/cap/ sebagai penjahat;
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. Peluang bagi anak meningkatkan ketrampilan hidup;

. Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya;

. Tidak melakukan pengulangan tindak pidana;

. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa
harus melalui proses formal;

7. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan dengan menjauhkan

anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

o O W

KESIMPULAN

Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan
perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan pada "kepentingan anak"
sebagai perhatian dalam peradilan anak. Keterlibatan anak pada proses hukum
tentunya perlu diberikan perhatian khusus oleh banyak pihak dalam upaya
penanganan perkara anak digunakan pendekatan restorative justice yang
merupakan upaya banyaknya perkara anak. Apabila anak berhadapan dengan
hukum praktek peradilan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem
peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang
berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA) dengan
bertujuan mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan terbaik bagi
kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum yang didasarkan pada asas
pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam pasal 2 UU Sistem Pidana
Peradilan Anak yaitu Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan diiterapkannya proses diversi terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam
restorative jusctice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada
anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban
pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik
dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk
pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal.
Pelaksanaan diversi bahwa pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari
proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan
penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat
pembalasan. Selain itu diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek
pendidikan terhadap anak
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